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INTISARI

Pelaksanaan tugas dibidang pertanahan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan
Nasional secara terus menerus diseluruh Indonesia. Percepatan
pelaksanaan pendaftaran tanah perlu dilakukan percepatan pengukuran
dan pemetaan dalam rangka pengadaan peta dasar pendaftaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pengadaan peta dasar pendaftaran dapat
menggunakan peta lain yang memenuhi syarat, baik dari segi skala
maupun ketelitiannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
menggunakan peta desa guna pengeplotan bidang tanah dalam
pengadaan peta dasar pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul diambil sebagai lokasi
dari penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan
observasi. Penyajian dan analisis data dengan mengolah data dalam
bentuk tabel dan penjelasan. Untuk mengetahui alasan dimanfaatkannya
peta desa, dengan mendeskripsikan hal-hal yang menjadi alasan
pemanfaatan peta desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.
Mekanisme pemanfaatan peta desa khususnya dalam pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan metode komparatif yaitu
membandingkan tahapan pengukuran dan pemetaan kadastral menurut
peraturan dan tahapan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan. Guna
megetahui peta yang dihasilkan Kantor Pertanahan Kabupaten
Gunungkidul dengan membandingkan peta yang dihasilkan dengan peta
dasar pendaftaran menurut peraturan yang berlaku.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan peta desa dalam pengadaan peta
dasar pendaftaran karena berbagai hal, terutama karena terbatasnya
ketersediaan peta dasar pendaftaran atau peta pendaftaran tanah.
Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tetap mengacu
pada peraturan yang berlaku, namun ada yang belum sesuai atau tidak
dilaksanakan. Peta yang dihasilkan secara umum belum memenuhi
kriteria standar peta dasar pendaftaran tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan

manusia yang utama, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai

tempat untuk bermasyarakat. Setiap orang menginginkan dapat

menguasai sebidang tanah atau lebih untuk memenuhi kebutuhannya,

serta mempunyai kepastian secara hukum terhadap bidang-bidang

tanah yang dikuasainya. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan,

"dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum hak atas tanah
pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah tersebut meliputi:
pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak
atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda
bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

Pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pelaksana

kegiatan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional beserta

seluruh aparatnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Jaminan

kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas atas bidang-bidang

tanah dapat diwujudkan, apabila sebelum sesuatu hak dan pemegang

hak atas tanah didaftar dalam buku tanah terlebih dahulu dilaksanakan

penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas serta dilanjutkan

dengan pengukuran dan pemetaan.



Pengukuran bidang tanah dimaksudkan sebagai pengambilan data

fisik bidang tanah di lapangan, yang berupa besaran-besaran, baik

panjang/jarak maupun sudut/azimut serta letak relatif atau absolut

bidang tanah di atas permukaan bumi. Data hasil pengukuran di

lapangan akan digambar pada suatu peta untuk memberikan informasi

mengenai bidang tanah yang bersangkutan.

Prosedur dan mekanisme baku pembuatan Peta Dasar

Pendaftaran Tanah ataupun Peta Pendaftaran Tanah, sejak

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

(selanjutnya ditulis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997) tentang

Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah yang lebih rinci dituangkan dalam Petunjuk

Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 Materi Pengukuran dan

Pemetaan Pendaftaran Tanah.

Hasil orientasi awal didapatkan keterangan bahwa

pengadaan/pembuatan peta-peta pendukung yang diperlukan dalam

pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya pengadaan peta dasar

pendaftaran tanah dalam pelaksanaannya menemui berbagai kendala,

sehingga sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang sudah

terdaftar tapi belum terpetakan . Kendala ini akan sangat dirasakan

pada kantor-kantor pertanahan, dimana alokasi pendaftaran tanah



secara sistematik belum banyak dilakukan atau dilaksanakan. Sehingga

dalam pelaksanaannya memanfaatkan peta desa dalam pengadaan

peta dasar pendaftaran tanah, meskipun berdasarkan hasil penelitian

peta desa secara teknis tidak memenuhi syarat dapat digunakan

sebagai peta dasar pendaftaran. Diharapkan dengan memanfaatkan

peta desa yang ada mampu mengatasi permasalahan mengenai

bidang-bidang tanah yang belum terpetakan serta dapat mewujudkan

pengertian, fungsi dan tujuan pembuatan/pengadaan peta dasar

pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul "Studi Pemanfaatan Peta Desa

Sebagai Peta Dasar Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten

Gunungkidul".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan , maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan/pertimbangan Kantor Pertanahan

Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan Peta Desa skala 1:5000

untuk pengeplotan bidang tanah dalam pengadaan Peta Dasar

Pendaftaran Tanah?



2. Apakah mekanisme pemanfaatan Peta Desa , khususnya dalam

tahapan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang

tanahnya sesuai dengan ketentuan PMNA/KBPN No.3/1997?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui alasan dimanfaatkannya peta desa meskipun

peta desa tersebut memiliki skala 1:5.000 dan tidak memenuhi

syarat teknis sebagai peta yang dapat digunakan sebagai Peta

Dasar Pendaftaran Tanah.

b. Untuk mengetahui mekanisme dalam memanfaatkan Peta Desa

khususnya dalam hal pelaksanaan pengukuran dan pemetaan

bidang-bidang tanah serta kesesuaian pelaksanaan pengukuran

dan pemetaan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

a. diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan

pemikiran maupun masukan dalam mengambil langkah-langkah

upaya pemanfaatan peta desa dalam pengadaan peta dasar

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.

b. mengoptimalkan peran peta desa guna pengeplotan bidang tanah

dalam pengadaan peta dasar pendaftaran tanah.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan atau alasan dimanfaatkan Peta Desa untuk

pengeplotan bidang tanah dalam pengadaan Peta Dasar

Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul

karena beberapa hal, yaitu:

a. Ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Gunungkidul sangat terbatas.

b. Sebagai upaya untuk mengatasi dalam hal keterbatasan dana,

waktu, tenaga serta peralatan yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Gunungkidul.

c. Peta desa sangat membantu dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah secara sporadik, khususnya untuk pelaksanaan pendaftaran

tanah yang lokasinya belum tersedia peta pendaftaran atau peta

dasar pendaftaran.

2. Mekanisme dalam memanfaatkan peta desa khususnya tahapan

pengukuran bidang-bidang tanah yang dilakukan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Gunungkidul secara umum telah sesuai

dengan tahapan pengukuran dan pemetaan kadastral, akan tetapi

ada tahapan yang belum sesuai/dilaksanakan antara lain pengikatan
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bidang tanah dan detil situasi terhadap titik-titik dasar teknik karena

disesuaikan dengan kondisi di lapang.

B. Saran

1. Penyebaran Titik Dasar Teknik baik di lapangan maupun di peta

sangat penting, dalam setiap tahapan pengukuran sebaiknya disertai

dengan pemasangan TDT dengan memperbanyak distribusi jaringan

TDT orde 3 dan 4.

2. Peta dasar pendaftaran tanah yang dihasilkan dari memanfaatkan

peta desa di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul agar

diupayakan disesuaikan dengan peta dasar pendaftaran tanah

menurut ketentuan yang berlaku.

3. Agar diupayakan bagi desa yang belum memiiiki peta dasar

pendaftaran tanah segera disiapkan peta-peta dasar pendaftaran

yang memenuhi syarat teknis.
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